
BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1.    Penegakan hukum untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal, 

terutama dalam wilayah teritorial laut Negara Indonesia, di ZEE, 

pemerintah Indonesia bersama  membuat peraturan tentang Satuan Tugas 

yang bertujuan meminimalisir kejahatan di perairan laut Indonesia, dan 

melestarikan budidaya ikan. Penenggelaman kapal berbendera asing 

yang melanggar teritorial perairan Indonesia merupakan bagian dari 

hukum penitensier yang berlaku di Indonesia. Proses yang harus 

dilakukan terhadap kapal asing yang akan ditenggelamkan memiliki 

putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan. Bukan semata-mata akan di 

tenggelamkan karena tertangkap telah melakukan pencurian ikan di 

wilayah laut Indonesia. Meskipun dalam hukum Indonesia 

memperkenankan hal itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 

Perikanan Pasal 69 Ayat (4) yang menyatakan dalam melaksanakan 

fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas 

perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran 

dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Akan tetapi sistem hukum di 

Indonesia masih menerapkan asas praduga tak bersalah atas kapal asing 

yang tertangkap melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan 

Indonesia. 
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2.    Adanya politik hukum perikanan Indonesia yang saat ini telah 

dijalankan dengan sangat efektif,  maka negara-negara yang akan 

mencuri ikan di wilayah Indonesia akan berpikir dua –tiga kali.  Negara-

negara yang mempunyai aturan hukum terkait dengan penangkapan ikan 

ilegal belum memiliki aturan belum seperti yang dimiliki oleh Indonesia, 

hanya sebatas penyitaan secara permanen dan pemberian denda saja. 

Penenggelaman kapal yang telah dilakukan selama ini ternyata memberi 

akibat yang positif untuk Kedaulatan bangsa yang juga dapat terjaga. 

B. SARAN 

1. Pelaksanaan putusan untuk melakukan pemusnahan dalam bentuk 

penenggelSaman kapal yang dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini 

telah sesuai dengan aturan. Pemerintah harus lebih komitmen dengan 

tetap konsisten dengan menjalankan peraturan positif di Indonesia dan 

sesuai prosedur. 

2. Menetapkan perbuatan pencurian ikan di wilayah suatu negara 

merupakan kejahatan pidana transnasional terutama di daerah Asia 

Tenggara, agar dapat membantu negara-negara anggota ASEAN, dengan 

menerbitkan dan mengesahkan peraturan perikanan laut di kawasan 

ASEAN. 
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